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Abstract. The recognition of Traditional Villages as legal subjects in the national legal system as regulated in Article
18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic
Agrarian Principles Regulations, and Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional
Villages in Bali has consequences for the regulation of ownership rights and control of customary land in Bali. This
regulation still does not provide clarity regarding the scope of authority of Traditional Villages in carrying out land
buying and selling transactions, giving rise to unclear norms and implications for legal uncertainty. This research
aims to analyze the regulation of ownership rights and land control by Traditional Villages in Bali and examine the
position of Traditional Villages as legal subjects in the national land law system. This research is normative legal
research with a statutory approach, conceptual approach and historical approach. Legal materials are analyzed
qualitatively using descriptive analytical methods. The results of the research show that the recognition of
Traditional Villages as legal subjects has obtained constitutional and normative legitimacy, however, regulations
regarding land ownership and control rights are not yet harmonious, so they still give rise to differences in
interpretation in practice. There is a need for harmonization of land regulations to create legal certainty, provide
protection for the rights of customary law communities, and support sustainable management of customary land.

Keywords: Traditional Law Communities; Traditional Village; Land Ownership Rights; Land Tenure Rights; Legal
Certainty.

Abstrak. Pengakuan Desa Adat sebagai subjek hukum dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
tentang Desa Adat di Bali memberikan konsekuensi terhadap pengaturan hak kepemilikan dan penguasaan tanah
adat di Bali. Pengaturan tersebut masih belum memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan Desa
Adat dalam melakukan transaksi jual beli tanah sehingga menimbulkan kekaburan norma dan berimplikasi pada
ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak kepemilikan dan penguasaan tanah oleh
Desa Adat di Bali serta mengkaji kedudukan Desa Adat sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pertanahan
nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode desktiptif
analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan Desa Adat sebagai subjek hukum telah memperoleh
legitimasi konstitusional dan normative, namun pengaturan mengenai hak kepemilikan dan penguasaan tanah belum
harmonis sehingga masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Diperlukannya harmonisasi pengaturan
pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat,
serta mendukung pengelolaan tanah adat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Kepemilikan Tanah; Hak Penguasaan Tanah; Kepastian Hukum; Masyarakat Hukum Adat; Desa
Adat.

1. LATAR BELAKANG

Tanah dalam kehidupan masyarakat adat Bali tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi
juga mengandung dimensi sosial, kultural, dan spiritual yang kuat (Purwanto, 2023). Dalam
perspektif masyarakat adat Bali, tanah merupakan bagian integral dari filosofi Tri Hita Karana,
yang mencerminkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhan, sesama manusia,
dan lingkungan atau hewan (Artajaya & Anom, 2020). Oleh karena itu, keberadaan tanah adat
memiliki peran penting dalam menjaga identitas serta keberlangsungan kehidupan masyarakat
hukum adat Bali.
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Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Fauziyah & Hasanah, 2021). Pengakuan tersebut kemudian
diimplementasikan dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat
hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri,
termasuk dalam pengelolaan tanah adat (Purnama & Dewi, 2019).

Dalam praktiknya, tanah adat di Bali dikenal sebagai tanah druwe desa, yang merupakan
tanah komunal yang dimiliki dan dikelola oleh Desa Adat. Tanah tersebut meliputi berbagai
bentuk, seperti tanah pelaba pura, tanah pekarangan desa, tanah ayahan desa yang memiliki
fungsi sosial, religius , dan ekonomi bagi masyarakat adat (Tarigan & Puspadewi, 2025).
Namun, perkembangan hukum pertanahan nasional menunjukkan adanya dinamika dalam
pengakuan dan pengaturan tanah adat, khususnya terkait dengan kedudukan Desa Adat sebagai
subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan (Arta & Sena, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu mengkaji mengenai kedudukan masyarakat hukum adat
dan pengelolaan tanah adat dalam sistem hukum nasional. (Girinatha & Putri, 2024)
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat di Bali, khususnya tanah druwe
desa, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti konflik
kepentingan antara pemerintah dan masyarakat adat serta tekanan dari sektor investasi dan
pariwisata. Selanjutnya, penelitian oleh (Wardana et al., 2024) menegaskan bahwa keberadaan
tanah adat di Bali tetap eksis dan diakui secara hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor
4 Tahun 2019. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan belum secara mendalam mengkaji kewenangan
Desa Adat sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hak atas tanah.

Selain itu, penelitian (Wiguna, 2024) dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum
mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat di Bali tidak hanya dapat dilihat dari
aspek hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan religius
masyarakat adat. Pendekatan pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan tanah adat
memiliki kompleksitas tinggi dalam praktiknya. Penelitian yang dilakukan (Prasada et al., 2025)
menunjukkan bahwa Desa Adat di Bali memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa
adat melalui mekanisme musyawarah adat (paruman adat). Penelitian tersebut lebih
menitikberatkan pada aspek penyelesaian sengketa.
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Pengakuan Desa Adat sebagai subjek hukum pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan
negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak dan kewajibannya dalam
sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tidak serta merta memberikan kewenangan kepada
Desa Adat untuk melakukan seluruh bentuk perbuatan hukum, termasuk tindakan hukum di
bidang pertanahan. Kedudukan sebagai subjek hukum hanya menunjukkan bahwa suatu entitas
memiliki kapasitas hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan kewenangan
untuk melakukan tindakan hukum tertentu harus diberikan secara tegas oleh peraturan
perundang-undangan. Diperlukan pengaturan jelas mengenai ruang lingkup kewenangan Desa
Adat agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik.

Persoalan hukum muncul ketika Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
mengakui Desa Adat sebagai subjek hukum, namun belum mengatur secara eksplisit ruang
lingkup kewenangan Desa Adat dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Kondisi tersebut
menimbulkan kekaburan norma, karena pengakuan terhadap kedudukan hukum Desa Adat
dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para pihak, baik mengenai batas kewenangan pengelolaan
tanah adat maupun kemungkinan melakukan peralihan hak atas tanah. Akibatnya, belum
terdapat kepastian hukum mengenai pengakuan sebagai subjek hukum juga mencakup
kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli tanah adat.

Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut telah mengkaji aspek perlindungan hukum,
pengakuan hak ulayat, serta dinamika pengelolaan tanah adat, namun belum terdapat kajian
yang secara spesifik membahas kewenangan Desa Adat sebagai subjek hukum dalam
melakukan perbuatan hukum atas tanah, berupa transaksi jual beli tanah. Di satu sisi, pengakuan
terhadap Desa Adat sebagai subjek hukum memberikan legitimasi dalam penguasaan tanah
secara komunal, namun di sisi lain belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan
komprehensif mengenai kewenangan Desa Adat dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah
berupa transaksi jual beli tanah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian
sekaligus kekaburan norma dalam pengaturan kewenangan tersebut.

Pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan
Desa Adat sebagai subjek hukum dalam melaukan transaksi jual beli tanah. (Kadek Julia
Mahadewi, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kekaburan norma yang berpotensi
menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batas kewenangan Desa Adat serta berdampak

pada ketidakpastian hukum dalam praktik.



Pengaturan Hak Jual Beli Tanah Adat oleh Desa Adat di Bali sebagai Subjek hukum

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Desa Adat
sebagai subjek hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual beli tanah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Desa Adat sebagai subjek
hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah serta mengkaji kepastian hukum yang
mengatur kewenangan tersebut dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum
mengenai kedudukan Desa Adat sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli tanah.
Pendekatan ini menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip, dan doktrin hukum yang
relevan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis (Nurhayati et al., 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
(Negara, 2023). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanah adat dan kedudukan Desa Adat, seperti
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di
Bali. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum
mengenai masyarakat hukum adat, hak komunal, serta kapasitas hukum Desa Adat sebagai
subjek hukum (Yanova et al., 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder , dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta
penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum pertanahan dan masyarakat hukum adat.
Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung
pemahaman konsep hukum (Syafliansah et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu
dengan mengkaji berbagai literatur hukum dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan guna
memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Arcanita et al., 2023).
Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif analitis dengan
menggunakan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis dan teleologis, untuk menelaah
kejelasan norma serta menilai konsistensi dan harmonisasi pengaturan hukum terkait
kewenangan Desa Adat dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
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3. HASIL & PEMBAHASAN
Kewenangan Desa Adat sebagai Subjek Hukum dalam Melakukan Transaksi Jual Beli
Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Desa Adat sebagai subjek hukum telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 (Syofyan, 2025). Namun, pengakuan
tersebut tidak serta merta memberikan kewenangan tanpa batas, melainkan harus dipahami
dalam kerangka karakteristik komunal yang melekat pada Desa Adat, khususnya dalam
pengelolaan tanah adat yang tidak dapat dipersamakan dengan hak milik individual dalam
hukum pertanahan nasional.

Pengakuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap kapasitas
hukum (legal capacity) Desa Adat sebagai subjek hukum. Namun, Pengakuan sebagai subjek
hukum tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan seluruh bentuk perbuatan
hukum. Kewenangan tersebut harus diberikan secara tegas melalui peraturan perundang-
undangan agara terdapat kepastian mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh Desa Adat dalam pengelolaan tanah adat.

Desa Adat secara konseptual memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum
(rechtshandeling). Tetapi, kapasitas tersebut tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan
harus ditempatkan dalam kerangka karakteristik tanah adat yang bersifat komunal. Tanah druwe
desa bukan merupakan hak milik individual, melainkan hak bersama yang memiliki fungsi
sosial, religius, dan kultural (Hamid & Suryana, 2024). Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Herawati et al., 2023). Prinsip tersebut semakin
memperkuat bahwa tanah druwe desa tidak semata-mata dipandang sebagai objek ekonomi
yang dapat dialihkan melalui mekanisme jual beli, melainkan sebagai aset komunal yang
memiliki nilai sosial, budaya, dan religius bagi keberlangsungan masyarakat hukum adat.
Penerapan mekanisme jual beli terhadap tanah adat harus dipandang secara hati-hati agar tidak
menghilangkan karakter komunal yang menjadi ciri utama hak masyarakat hukum adat. Dengan
demikian, pemanfaatan tanah adat oleh Desa Adat tidak hanya berorientasi pada kepentingan
ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan keberlangsungan
masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kewenangan hukum Desa Adat dalam melakukan
tindakan terhadap tanah adat tidak disamakan dengan kewenangan pemegang hak milik

perseorangan dalam hukum pertanahan nasional.
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang hak tersebut masih hidup
dan pelaksanannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Saidah & Handayani,
2025). Pengakuan tersebut tidak disertai dengan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme
peralihan hak atas tanah adat, khususnya melalui transaksi jual beli. Pengaturan terhadap hak
ulayat dalam UUPA lebih ditujukan sebagai bentuk pelindungan terhadap eksistensi masyarakat
hukum adat beserta wilayahnya, bukan sebagai dasar pemberian kewenangan untuk
mengalihkan hak atas tanah melalui transaksi jual beli. Pengakuan terhadap hak ulayat tidak
dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi Desa Adat untuk melakukan peralihan hak atas tanah
secara permanen tanpa adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur kewenangan tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih menyisakan kekaburan norma
mengenai batas kewenangan Desa Adat dalam melakukan perbuatan hukum di bidang
pertanahan.

Dalam teori peralihan hak, suatu hak atas tanah pada dasarnya dapat dialihkan melalui
mekanisme hukum tertentu, salah satunya melalui jual beli (Hayati, 2016). Peralihan tersebut
mensyaratkan adanya subjek hukum yang memiliki kewenangan penuh atas objek yang
dialihkan serta terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
menyaratkan adanya akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Ratnaningsih
& Dewi, 2023). Dalam hal hak milik individual, mekanisme ini merupakan hal yang lazim dan
diakui secara sah oleh hukum. Tetapi, ketika dikaitkan dengan tanah adat, mekanisme tersebut
tidak dapat diterapkan secara serta merta, sebab tanah adat memiliki sifat komunal yang tidak
memberikan kewenangan absolut kepada satu pihak untuk mengalihkan hak tersebut. Dengan
demikian, Desa Adat sebagai representasi masyarakat hukum adat tidak memiliki kewenangan
penuh untuk melakukan peralihan hak atas tanah adat melalui mekanisme jual beli, terutama
peralihan tersebut berpotensi menghilangkan sifat komunal dari tanah tersebut (Daldiani, 2018).
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah mensyaratkan adanya
kewenangan penuh dari pihak yang mengalihkan hak. Persoalan yang muncul bukan terletak
pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara
tegas memberikan kewenagan kepada Desa Adat untuk mengalihkan tanah adat melalui
transaksi jual beli. Persoalan hukum yang terjadi merupakan persoalan normatif mengenai batas

kewenangan, bukan semata-mata persoalan administratif mengenai prosedur peralihan hak.

805 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora - Volume 4, Nomor 4, Oktober 2025



E-ISSN .: 2828-7622 ; P-ISSN .: 2828-7630, Hal. 800-809

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 memang memberikan kewenangan
kepada Desa Adat sebagai subjek hukum serta dalam pengelolaan aset dan kekayaan desa adat,
namun belum secara eksplisit mengatur kewenangan Desa Adat dalam mencakup tindakan hukum
berupa melakukan transaksi jual beli tanah. Ketentuan Perda tersebut lebih menitikberatkan pada
aspek pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian tanah adat sebagai bagian dari kekayaan komunal.
Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenagan tersebut menyebabkan
munculnya berbagai penafsiran mengenai batas tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Desa
Adat terhadap tanah yang berada dalam penguasannya.

Menurut penulis, kondisi tersebut merupakan bentuk kekaburan norma. Hal ini karena
Peraturan daerah Provnis Bali Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur kedudukan Desa Adat sebagai
subjek hukum, namun belum memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangannya
dalam melakukan transaksi jual beli. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat maupun dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.
Berbagai penafsiran tersebut bisa mengenai pengakuan terhadap Desa Adat sebagai subjek hukum
juga mencakup kewenangan untuk mengalihkan hak atas tanah melalui mekanisme jual beli.
Kekaburan norma tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam
praktik.

Berdasarkan teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum, suatu
norma hukum harus memiliki kejelasan, ketegasan, dan konsistensi agar dapat memberikan
pedoman bagi subjek hukum dalam bertindak (Komeni & Widjajanti, 2024). Pengakuan terhadap
Desa Adat sebagai subjek hukum tanpa disertai dengan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai
kewenangan Desa Adat dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Ketidakpastian hukum tersebut
berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, baik di antara masyarakat adat maupun antara
masyarakat dengan pihak eksternal. Akibatnya, norma tersebut masih membuka ruang multitafsir
sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam
praktik, seperti perbedaan penafsiran antar pihak, potensi penyalahgunaan, serta konflik antara
masyarakat adat dengan pihak eksternal yang berkepentingan terhadap tanah adat (Prayogo, 2016).
Dalam praktik di Bali, pemanfaatan tanah adat cenderung dilakukan melalui mekanisme yang tidak
mengakibatkan peralihan hak secara permanen, seperti sewa atau kerjasama pemanfaatan. Hal ini
menunjukkan bahwa secara sosiologis, masyarakat hukum adat lebih mengedepankan prinsip
keberlanjutan dan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individual yang bersifat
ekonomis. Penerapan mekanisme jual beli terhadap tanah adat berpotensi bertentangan dengan

nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat hukum adat.
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Dapat dianalisis bahwa Desa Adat sebagai subjek hukum memang memiliki kewenangan
dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat, namun kewenangan tersebut tidak secara
otomatis mencakup kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Jual beli tanah
sebagai bentuk peralihan hak yang bersifat permanen yang berpotensi menghilangkan karakter
komunal tanah adat serta bertentangan dengan prinsip dasar hukum adat yang menjunjung tinggi
kepentingan bersama. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang tegas dalam peraturan
perundang-undangan semakin memperkuat bahwa kewenangan tersebut belum memiliki dasar
hukum yang jelas. Desa Adat sebagai subjek hukum yang diakui dalam Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tidak secara tegas diberikan kewenangan untuk melakukan
transaksi jual beli tanah. Kewenangan yang dimiliki lebih terbatas pada pengelolaan dan
pemanfaatan tanah adat dalam kerangka kepentingan masyarakat hukum adat. Dalam rangka
mewujudkan kepastian hukum, diperlukan adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan
eksplisit terkait batasan kewenangan Desa Adat dalam melakukan perbuatan di bidang
pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya transaksi terhadap

tanah adat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Desa Adat sebagai subjek hukum telah diakui
secara konstitusional dan dipertegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2019, termasuk dalam kewenangannya mengelola kekayaan desa adat. Namun, pengakuan
tersebut tidak secara otomatis memberikan kewenangan tanpa batas dalam melakukan perbuatan
hukum, khususnya terkait transaksi jual beli tanah. Karakteristik tanah adat yang bersifat
komunal serta prinsip fungsi sosial tanah dalam hukum agraria nasional menunjukkan bahwa
kewenangan Desa Adat lebih terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan, bukan pada peralihan
hak secara permanen. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif
mengenai kewenangan tersebut menimbulkan kekaburan norma yang berimplikasi pada
ketidakpastian hukum.

Kesimpulan penelitian ini, diperlukannya pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam
peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Pengaturan tersebut penting untuk mencegah terjadinya konflik hukum serta menjaga
keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat hukum adat dan kebutuhan perkembangan
hukum pertanahan nasional. Penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara lebih
empiris mengenai praktik pengelolaan tanah adat di Bali guna memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai implementasi kewenangan Desa Adat dalam konteks sosial dan hukum.
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